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PEDOMAN TRASLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah
hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
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inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar
pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:
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Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.
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R
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o
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ua
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I
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I
‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
C
Gain G Ge
d
Fa F Ef
Qaf Q Qi
3
& Kaf K Ka
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Vi




a Mim M Em
O Nun N En
Wau W We
3
Huruf Arab Nama | Huruf Latin Keterangan
Ha H Ha
hamzah |’ Apostrof
Ya Y Ye
¢
B. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal
panjang
j =A i=5
i=| L =Ai $=1
j =U ji:AU }i:ﬁ

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

dLaad) ja Ditulis mar atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
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Contoh :
dald  Ditulis fatimah
D. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Uy Ditulis rabbana
) Ditulis al-bir
E. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
) Ditulis asy-syamsu
da Ditulis ar-rajulu
5 ) Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
»aal) Ditulis al-gamar
& Ditulis al-badi’
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F. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika
hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditransliterasikan dengan apotrof /°/.
Contoh:
<) Ditulis umirtu

3
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ABSTRAK

Nadya Nim. 1220015. Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU
Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten
Pekalongan). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan
cara mengkaji berbagai aturan yang bersifat formal seperti undang-undang,
peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)
berdasarkan teori-teori, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan
permasalahan yang dikaji.

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah telah disahkannya UU
Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal sebagai pedoman
ketentuan produk. Namun dalam prakteknya masih terdapat produk yang tidak
sesuai ketentuan, seperti label keterangan dalam kemasan yang menjadi kewajiban
bagi pelaku usaha untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Serta tidak adanya
dampak hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan permohonan
pendaftaran bagi produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Serta kurangnya
tindakan yang tegas dari pihak berwenang dalam melakukan pengawasan. Oleh
permasalahan itulah, berakibat pada masih beredarnya produk tanpa label
dikalangan masyarakat yang belum juga dilakukan penarikan didalam edarannya.
Sehingga tidak hadirnya wujud perlindungan konsumen yang utuh dalam
pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak efektifnya implementasi UU
Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal yang disebabkan oleh
kurangnya regulasi serta pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang
berwenang.

Kata kunci : Implementasi, UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan
Produk Halal
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ABSTRACT

Nadya Nim. 1220015. Implementation of the Consumer Protection Law and the
Halal Product Guarantee Law (Study of Ondol Crackers, Madukaran Village,
Pekalongan Regency). Thesis, Sharia Economics Law Study Program, Faculty of
Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor : M. Zulvi Rozul Huda F, M.H.

This research is normative legal research carried out by examining
various formal rules such as laws, regulations, as well as literature containing
theorical concepts which are then connected to the problems that will be
discussed in this thesis. This research approach uses a statutory approach and a
conceptual approach based on theories, legal concepts and legal principles that
are relevant to the problems studied.

The background to writing this thesis is that the consumer protection law
and the halal product guarantee law have been passed as guidelines for product
regulations. However, in practice there are still products that do not comply with
the provisions, such as information labels on packaging, which is the obligaton of
business actors to provide consumer protection. And there is no strict legal
impact for business actors who do not apply for registration of their products to
obtain halal certification. As well as the lack of firm action from the authorities in
carrying out supervision. Due to this problem, it has resulted in the circulation of
unlabeled products among the public which have not yet been withdrawn from
distribution. So that there is no complete form of consumer protectionin its
implementation.

The research results show that the ineffective implementation of the
consumer protection law and the halal product guarantee law is caused by a lack
off regulation as well as supervision and law enforcement from the authorities.

Keywords : implementation, Consumer Protection Law, Halal Product
Guarantee Law
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi berdasarkan pendapat Solichin Abdul Wahab ialah
tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok dari pemerintah atau
swasta ditujukan guna mencapai tujuan yang ditentukan dalam kebijakan.!
Jadi dapat dikatakan bahwa, implementasi sangat berkaitan erat dengan
segala bentuk tindakan yang dilakukan, dimana implementasi ini menjadi
bagian paling penting dalam merealisasikan suatu program yang telah dibuat
dengan maksud tercapainya tujuan dari program tersebut. Sedangkan,
perlindungan konsumen terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu
segala upaya menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan
terhadap konsumen. Dalam dunia bisnis, perlindungan terhadap konsumen
menjadi salah satu bagian yang tidak boleh dihilangkan. Dengan hadirnya
perlindungan konsumen maka hal ini akan membuat konsumen menjadi puas
karena merasa aman dan nyaman, sehingga tentunya akan berdampak baik
bagi kemajuan suatu bisnis. Selanjutnya definini jaminan produk halal
didalam UU Jaminan Produk Halal yaitu kepastian hukum terhadap halalnya
suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Selanjutnya disebut
krupuk ondol adalah jenis krupuk yang terbuat dari singkong, biasanya

dimakan sebagai cemilan, lauk wajib atau menu tambahan.

! Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara.” (“t.tp”; “tp” 2001), 65.



Dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam praktek bisnis, pemerintah
sudah mengesahkan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk
Halal sebagai pedoman ketika menjalankan suatu bisnis. Dimana didalamnya
telah menjelaskan terkait hak, kewajiban, serta hal yang dilarang bagi pelaku
usaha maupun konsumen. Adapun salah satu kewajiban pelaku usaha
disebutkan didalam regulasi tersebut yaitu terkait pencantuman label tanda
halal yang diletakkan pada kemasan produk, hal ini ditujukan agar
memberikan kejelasan kepada konsumen terkait dengan kehalalannya,
sebagaimana terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal. Disamping itu,
mengenai halalnya suatu produk juga menjadi prioritas didalam Islam. Hal ini

tertuang dalam qg.s Al-Bagarah : 168
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Ayat tersebut menyebutkan, bahwa Allah SWT menyuruh manusia
untuk mengkonsumsi makanan halal, baik dari segi zatnya maupun
hakikatnya. Mengingat bahwa di Indonesia agama Islam menjadi mayoritas,
sehingga mengenai kehalalan suatu produk haruslah diperjelas. Bukan tanpa
sebab mengenai kejelasan kehalalan suatu produk, hal ini dilatarbelakangi
juga dengan magashid syariah yang menjadi dasar dalam menentukan suatu

hukum, khususnya dalam hukum Islam. Dimana indikator magashid syariah
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antara lain menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta menjaga keturunan. Maka
mengenai kehalalan produk ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga
agama dan menjaga jiwa dari segala sesuatu yang bisa merusak.

Tetapi didalam prakteknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum
juga memenuhi kewajibannya. Hal ini tentu saja menimbulkan tidak
terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai hak dasar. Dengan begitu belum
adanya impelemtasi terkait dengan upaya mewujudkan perlindungan
konsumen sebagai bagian terpenting dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini
sudah pasti, telah menyalahi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
yang mana seharusnya dijadikan sebagai pedoman.

Seperti di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan terdapat pelaku
usaha yang memproduksi krupuk ondol. Dimana dalam prosesnya pelaku
usaha ini melakukan produksi secara mandiri, mulai dari pembuatan adonan,
mencetakan, penggorengan, pengemasan, hingga pendistribusian yang
dilakukan sampai luar kota. Tetapi dalam kemasan produk tersebut tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan didalam regulasi. Dimana
pelaku usaha tidak menunaikan kewajibannya mengenai penyampaian
informasi terkait kondisi barang secara benar, jelas dan jujur. Kemudian yang
dimaksud dari informasi disini antara lain, keterangan mengenai merk,
tanggal kadaluwarsa, komposisi, dan label halal. Meskipun terdapat
pengecualian terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi
label tersebut, yang dijelaskan didalam Pasal 98 UU Pangan dan juga Pasal

91 ayat 3 PP mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal



memberikan pengecualian kepada produk yang dijual serta dikemas langsung
didepan pembeli untuk tidak perlu memberikan keterangan label atas
produknya. Namun jika melihat produk krupuk ondol Desa Madukaran
Kabupaten Pekalongan ini tidak termasuk kedalam kategori produk yang
dikecualikan, sehingga seharusnya pelaku usaha krupuk ondol di Desa
Madukaran Kabupaten Pekalongan ini tetap melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan regulasi. Kealfaan terkait informasi produk ini merupakan
salah satu larangan pelaku usaha dalam memproduksi barang, hal ini tertuang
didalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan pemberian keterangan label halal dalam produk menjadi
tugas dari BPJPH yang bekerja sama dengan LPH dan MUI. Pelaku usaha
dalam mendapatkan label halal, harus terlebih dahulu mendaftar ke BPJPH
untuk nantinya dilakukan pengecekan terhadap produk tersebut apakah layak
mendapatkan sertifikasi halal. Dalam hal praktek pencantuman informasi
produk ini, dilakukan pengawasan dari beberapa elemen seperti pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat, hingga peran serta dari masyarakat itu sendiri.
Namun meskipun pengawasan sudah dilakukan, nyatanya masih saja terdapat
pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Disamping
itu, terkait dengan sanksi yang diberikan juga belum jelas.

Oleh karena itu, sesuai dari pemaparan diatas, penulis merasa bahwa
perlu dilakukan suatu penelitian dalam hal ini, sehingga nantinya dapat
mengetahui sebab dan akibat dari belum terimplementasinya suatu regulasi di

masyarakat, dan juga untuk mencari solusi agar implementasi regulasi serta
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perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan baik. Adapun yang menjadi
alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini adalah karena perlindungan
konsumen sebagai hak dasar bagi konsumen menjadi sesuatu yang harus
dihadirkan dalam setiap aspek. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin
melakukan penelitian yang penulis beri judul “Implementasi UU
Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk
Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan diatas, pokok masalah yang dikaji, yaitu :

1. Bagaimana implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU
Jaminan Produk Halal atas krupuk ondol Desa Madukaran Kabupaten
Pekalongan?

2. Bagaimana dampak hukum bagi produk yang tidak sesuai dengan
ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk
Halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menjelaskan implementasi UU Perlindungan Konsumen dan
UU Jaminan Produk Halal atas krupuk ondol di Desa Madukaran
Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk menjelaskan dampak hukum bagi produk yang tidak sesuai
dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan

Produk Halal.



D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan dampak
terhadap penerapan kebijakan pada umumnya, dan secara khusus
terkait perlindungan konsumen.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambahan wawasan
serta pemahaman untuk para pelaku usaha terkait implementasi UU
Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori
Implementasi Hukum yang dikemukakan oleh George Edward Ill, teori
Pertanggungjawaban Hukum menurut oleh Hans Kelsen, teori Magashid
Syariah, teori perlindungan konsumen dikolaborasikan dengan konsep
produk halal.

Argumentasinya yaitu : 1) Teori serta konsep yang digunakan
relevan dengan permasalahan yang dikaji, juga jenis dan pendekatan yang
digunakan, 2) Indikator yang termuat didalam teori akan dijadikan bahan
pengumpulan data.

1. Teori implementasi hukum (George Edward I11)

Menurut George Edward 111 tanpa implementasi yang baik maka
tujuan suatu hukum tidak akan terwujud.> Oleh sebab itu terdapat
beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap implementasi hukum

antara lain komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Teori

2 Dwi Nurani, “Analisis Implementasi Kebijakan,” (“t.tp”: Universitas Indonesia Library,
2019).
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ini digunakan dengan argumentasi bahwa untuk mencapai tujuan suatu
hukum, maka implementasi dari suatu hukum itu sendiri harus di
evaluasi.
2. Teori pertanggungjawaban hukum
Hans Kelsen berpendapat, bahwa pertanggungjawaban sangat
erat kaitannya dengan kewajiban. Dimana suatu kewajiban itu ada
karena terdapat regulasi yang secara sah telah mengatur serta
membebankan kewajiban kepada subyek hukum. Apabila subyek
hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dijatuhkan
sanksi dan disebut secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.®
3. Teori Magashid Syariah
Terdapat 5 perspektif magashid syariah, antara lain : menjaga
agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.*
4. Teori Perlindungan konsumen
Perlindungan Konsumen didalam UU sebagai upaya menjamin
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Di dalam aturan ini telah menjelaskan perihal asas serta kaidah yang

mengatur pelaku usaha dan konsumen. 5 asas yang disebutkan yaitu;

3 Hans Kelsen, “Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttagien, Teori Hukum Murni :
Dasar-dasar IlImu Hukum Normatif, Cetakan Keenam,” (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2008),
136.

4 Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath
Hukum,” (“t.tp”: Jurnal Unsyiah, 2017).



asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian
hukum.®
5. Produk halal
Produk halal didalam UU No. 33 tahun 2014 yaitu produk yang
dinyatakan halal sesuai dengan syariat. Atau dengan kata lain bahwa
produk halal ialah produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan lainnya

yang apabila dikonsumsi atau digunakan tidak mengakibatkan dosa.®

F. Penelitian yang Relevan

Tulisan Nabilla Andini yang dimuat dalam skripsinya dijurnal
Repository Universitas Jambi tahun 2022 dengan judul “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Ringan yang Tidak
Mencantumkan Label Halal di Kota Jambi”. Penulis menyimpulkan bahwa
terkait wujud dari perlindungan kepada konsumen mengenai produk
makanan yang belum memiliki tanda halal akan dilakukan secara
preventif. Hal ini mencakup kewajiban pelaku usaha terkait pemberian
informasi yang jelas tentang bahan yang digunakan, informasi izin usaha
dan juga menyediakan aplikasi guna memverifikasi status kehalalan
produk, juga terkait tanggungjawab pelaku usaha untuk membayar ganti
rugi atau kompensasi jika konsumen mengalami efek samping.’

Persamaan penelitian yaitu terkait dengan metode penelitian. Sedangkan

% Abd Haris Hamid, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.” (Makassar : CV SAH
MEDIA, 2017), 28.

¢ Dapertemen Agama RI, Pedoman Fatwa Produk Halal, (Jakarta : Dapertemen Agama RlI,
2003), 22.

" Nabilla Andini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan
Ringan yang Tidak Mencantumkan Label Halal di Kota Jambi.” (“t.tp”: Repository Universitas
Jambi, 2022).
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yang membedakan dari penelitian ini adalah terkait dengan pendekatan
penelitian, lokasi, teori dan konsep. Dari perbedaan tersebut, maka
diperoleh konsep dan argumentasi yang berbeda pula. Sehingga
berimplikasi pada hasil dari penelitian.

Tulisan Shenia Purhayati dalam skripsinya yang dimuat didalam
jurnal Ubhara Surabaya Repository pada 2020 berjudul “Implementasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi
Kandungan”. Penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum kepada pelaku
usaha vyaitu dengan bertanggung jawab membayar denda kepada
konsumen karena kerugian yang dirasakan yang diakibatkan karena
mengkonsumsi produknya. Pelaku usaha bisa dijatuhkan sanksi seperti
sanksi administratif dan juga sanksi kurungan.® Persamaan penelitian yaitu
terkait dengan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terkait dengan
Pendekatan penelitian, lokasi, konsep, teori. Karena terdapat perbedaan
dalam penelitian maka akan terjadi pembaharuan mengenai hasil akhir
penelitian.

Tulisan Muhammad Rifa’i Arissandi dalam skripsinya yang dimual
dijurnal Electronic Theses IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul
“Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan

Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)”. Penulis menyimpulkan bahwa

8 Shenia Purhayati, “Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi
Kandungan.” (Surabaya : Ubhara Repository, 2020).
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penerapan UU No. 33 tahun 2014 di swalayan bintang Ponorogo belum
dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan ada beberapa produk yang
belum bersertifikasi halal. Hal ini disebabkan terdapat beberapa faktor
penghambat dalam penerapan UU Jaminan Produk Halal yaitu masih
minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada produsen maupun kepada
swalayan terkait dengan kewajiban sertifikat halal.® Persamaan penelitian
yaitu terkait jenis penelitian, dan metode penelitian. Sedangkan
perbedaannya yaitu terkait dengan lokasi dan konsep yang digunakan.
Dikarenakan terdapat perbedaan, maka diperoleh konsep dan argumentasi
yang berbeda pula. Sehingga berpengaruh pada hasil dari penelitian.
Tulisan Ahla Nurus Shoba dalam skripsinya yang dimuat pada tahun
2018 dijurnal of Islamic Business Law, dengan judul “Implementasi
Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik
Kabupaten Gresik”. Penulis mengemukakan bahwa implementasi terkait
kewajiban produk untuk bersertifikat halal yang diatur didalam UU
Jaminan Produk Halal yang mana didalam prakteknya ada pelaku usaha
kosmetik dikabupaten gresik masih terdapat 60% produk yang belum
mendapat sertifikat halal. Persoalan tersebut karena kurangnya sosialisasi

terkait UU Jaminan Produk Halal.® Terdapat kesamaan dalam penelitian

® Muhammad Rifa’i Arissandi, “Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di
Bintang Swalayan Ponorogo),” (“t.tp”: Electronic Theses UIN Ponorogo, 2020).
10 Ahla Nurus Shoba, “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam
Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik
di Kabupaten Gresik.” (“t.tp””: Jurnal of Islamic Business Law, 2018).
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yaitu terkait dengan jenis penelitian. Sedangkan terdapat pula perbedaan
dalam penelitian yang berkaitan dengan pendekatan, lokasi, dan konsep
dalam penelitian. Sehingga akan muncul pembaharuan terkait dengan hasil
akhir penelitian.

Tulisan Rifki Murwanto dalam skripsinya yang dimuat dijurnal Ull
tahun 2020 dengan judul “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hala Terhadap Produk UMKM
Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul”. Penulis mengemukakan bahwa
dalam penerapan sertifikat halal ada beberapa hal yang dapat
mempengaruhi untuk pengimplementasiannya yaitu pola pikir masyarakat,
kurangnya kesadaran hukum, serta kendala biaya untuk mendapat
sertifikat halal.** Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Jenis
penelitian. Sedangkan perbedaannya terkait dengan pendekatan penelitian,
lokasi, konsep, dan teori yang digunakan. Sehingga akan menghasilkan
pembaharuan terkait dengan hasil akhir dalam penelitian.

G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif tentang UU
Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal yang
menyangkut bagaimana implementasinya dalam pelaku usaha krupuk
ondol di Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan. Maksud dari

penelitian yuridis normatif menurut perspektif, Soerjono Soekanto

11 Rifki Murwanto, “Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul.” (“t.tp”:
Ull, 2020).
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lalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan
pustaka atau data sekunder yang dijadikan dasar untuk diteliti dengan
melakukan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang
relevan dengan masalah yang dikaji.'?
Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi
terkait dengan isu hukum yang diteliti.*®* Sedangkan, pendekatan
konseptual dilakukan dengan melihat pendapat dan doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum untuk kemudian menemukan ide yang
melahirkan definisi-definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum
yang relevan dengan masalah yang dikaji. *
Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian, sehingga penelitian ini dilakukan
dengan melakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Adapun
bahan hukum yang digunakan diambil dari bahan kepustakaan berupa
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas.

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat),” (Jakarta : Rajawali Pres, 2001), 13.

13 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta : Kencana, 2007), 96.
14 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta : Kencana, 2007), hh. 135.



13

keputusan pengadilan. ¥ Didalam penelitian ini, bahan hukum
primer yang digunakan, yaitu:
1) UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
2) UU No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal
3) UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
4) UU No. 18 Tahun 2012 Pangan
5) PP No. 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal
b. Bahan hukum sekunder vyaitu bahan hukum yang menjadi
pendukung serta memperkokoh bahan hukum primer dan dapat
memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer hingga
memungkinkan dilakukannya analisis dan pemahaman yang
mendalam.’® Oleh karena itu, yang dijadikan bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :
1) Buku literatur
2) Hasil penelitian
3) Jurnal limiah
c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum sebagai pelengkap,

memiliki sifat memberi petunjuk dan penjelasan terkait bahan

15 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris,” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 157.

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan
Singkat,” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 23.
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hukum primer dan sekunder.l” Adapun yang termasuk bahan
hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

d. Bahan non hukum berupa literatur yang berasal dari non hukum,
sepanjangan berkaitan atau mempunyai relevensi dengan topik
penelitian. Adapun yang termasuk bahan non hukum dalam
penelitian ini yaitu, KBBI, dan hasil wawancara.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti
yaitu dengan studi pustaka (Bibliography Study). Maksud dari studi
pustaka ialah tindakan mengkaji informasi tertulis terkait dengan
hukum, dari berbagai sumber serta dilakukan telah publikasi dan
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.*® Teknik ini dilakukan
dengan mencari bahan hukum dengan membaca, mendengar, atau saat
ini banyak dilakukan menggunakan internet.!® Penulis menerapkan
teknik ini guna mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk
digunakan sebagai pendukung penelitian. Selanjutnya bahan hukum
primer, akan diambil kaidah hukumnya yang terdapat dalam masing-
masing pasal terkait dengan isu yang sedang dikaji. Sedangkan untuk
bahan hukum tersier, dilakukan dengan mengambil teori maupun

pernyataan yang relevan, untuk kemudian semua data tersebut

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan
Singkat,” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hh. 54.

18 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum,” (Mataram : Mataram University Press, 2020),
65.

19 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,”
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 160.
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dilakukan penyusunan secara sistematis supaya memudahkan proses
analisis.

5. Teknik analisis bahan hukum

Dalam penelitian ini penganalisisan bahan hukum, dilakukan
dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini berarti
menganalisis informasi yang berasal dari bahan hukum berdasarkan
konsep, teori, undang-undang, doktrin, asas hukum, pendapat ahli atau
pendapat peneliti.?® Teknik analisis ini dilakukan dengan
menggunakan data yang dikumpulkan dan dianalisis dari hasil
penelitian. Data tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif untuk
menghasilkan pemahaman yang jelas dan terarah guna menjawab
masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya penelitian ini akan dipaparkan, sebagai berikut :

BAB | : pendahuluan meliputi uraian tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode
penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB Il : teori dan konsep, terkait landasan teori berupa
hasil studi kepustakaan, meliputi : penjabaran mengenai
teori implementasi kebijakan oleh George Edward IlI,

teori pertanggungjawaban hukum oleh Hans Kelsen, dan

20 Ishaq, “Metode Penelitian Hukumdan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,”
(Bandung : ALFABETA, 2017), 69.
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BAB Il

BAB IV

BAB V

teori magashid syariah, konsep implementasi kebijakan,

perlindungan konsumen, dan produk halal.

: pembahasan, berisi regulasi ketentuan produk serta

implementasinya dalam pelaku usaha krupuk ondol di

Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan.

: Analisis, berisi penjelasan bagaimana implementasi UU

Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal,

serta dampak hukum bagi pelaku usaha dan produk.

: Penutup, berisi kesimpulan penelitian dan dilengkapi

dengan saran.



A

BAB |1

TEORI DAN KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERKAIT DENGAN PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK

Implementasi Hukum

1.

Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi menurut KBBI memiliki arti penerapan atau
pelaksanaan.?! Kata Implementasi, umumnya berkaitan dengan kegiatan
yang dilakukan supaya tercapai suatu tujuan. Implementasi ini berperan
dalam tindak lanjut dari adanya suatu rencana atau kebijakan yang sudah
ditetapkan yang terdiri atas suatu keputusan. Dimana hukum itu sendiri
diciptakan untuk dilaksanakan. Sehingga penegakan hukum dapat
dikatakan sebagai suatu proses pengimplementasian hukum yang
melibatkan manusia beserta tingkah lakunya.

Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
membawa dan menyampaikan suatu kebijakan pada masyarakat secara
luas agar kebijakan tersebut dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan
harapan.??> Implementasi sendiri sangat berkaitan dengan kebijakan
publik. Dimana implementasi termasuk salah satu tahapan dalam
pelaksanaan kebijakan publik, misalnya seperti peraturan UU. Dimana
dalam jenis kebijakan publik didalamnya memerlukan adanya kebijakan

yang bersifat sebagai penjelas atau peraturan pelaksanaan.

21 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
22 Affan Gaffar, “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kedasama, 2009), 294.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan mengenai implementasi UU perlindungan konsumen
dan UU jaminan produk halal pada produk krupuk ondol di Desa

Madukaran Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal terkait
dengan ketentuan informasi produk dalam kemasan belum
terimplementasi dengan efektif. Hal ini dikarenakan, kurangnya
pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh
kurangnya komunikasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang
tegas.

2. Dampak hukum bagi pelaku usaha dan produk yang tidak sesuai telah
dijelaskan didalam regulasi, dalam UU Perlindungan Konsumen
dijelaskan didalam pasal 8, 19, 60, 61, 62, dan 63. Sedangkan dalam
UU Jaminan Produk Halal dijelaskan didalam pasal 27. Dimana sudah
terdapat sanksi administratif sampai sanksi pidana. Namun, ada
beberapa hal yang tidak dijelaskan didalam regulasi, seperti tidak
adanya regulasi yang mengatur terkait dengan sanksi bagi pelaku
usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi

halal guna mencantumkan label halal dalam kemasan.

62



63

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya kembali mengenal tentang kewajiban
sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal
ini sebagai wujud itikad baik pelaku usaha dalam mewujudkan
perlindungan konsumen.

2. Bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, perlu dilakukan
penyempurnaan terkait dengan regulasi terhadap sanksi pelaku usaha
yang tidak sesuatu ketentuan, dan perlu dilakukan sosialisasi secara
berkala kepada para pelaku usaha, serta perlu adanya pengawasan yang

ketat terhadap pelaku usaha khusunya pelaku usaha mikro.
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